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BAB VIl
PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan
Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan
pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Pelayanan kemudian
menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen
pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan
Bupati yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah
vang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan pengolahan data dan informasi
sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah
administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas

BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan
sebelumnya.

2. Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan
pengurangan BPHTB;

- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB;

- mengajukan data terkait objek pajak kepada pengolahan data dan
informasi;

- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan; dan

- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau
Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.

3. Pengolahan Data dan Informasi

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak; dan
- menyediakan data terkait objek pajak kepada pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang
dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan
Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB.
Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan
BPHTB kepada Wajib Pajak.



Langkah 3

Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan
dokumen tersebut, pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait
objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langksh 4
Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada pengolahan data
dan informasi.

Langkah 5
Pengolahan data dan informasi menerima Form Pengajuan Data.

Pengolahan data dan informasi kemudian menarik data terkait objek pajak
dari Database Objek Pajak.

Langkah 6
Pengolahan data dan informasi mengisikan Form Pengajuan Data
dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7
Pengolahan data dan informasi mengirimkan Form Pengajuan Data
(vang telah terisi) kepada pelayanan.

Langkah 8

Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB
berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan
juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan
ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Bupati.

Langkah 9
Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan :
- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak); atau
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujuij.
Langkah 10
Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan
BPHTR (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi
yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Langkah 12

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan
pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.



SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN/PENGURANGAN BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

. Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan atas nama .........c..ccceeveveniiiiieiiineieiennnes
Nomor ......cccocevvvnnnnnnn. BEHTRBEEL .....onceinmnnorietinsomsibchomenniin st s s

: a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang
sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan :
Nomor SRR
Tanggal T

b. bahwa terdapat /tidak terdapat *} cukup alasan untuk
mengurangkan besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan yang terutang ;

1. Peraturan Kepala Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ... Tahun ... tentang
pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG.

: Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak

permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada wajib pajak :

Nama Walib Paiak 1 oo s e sos s sie s s ixesh e sssisi
Algmat Wallh Paiale 7 conssimsmsnm s s ibmsmiists i




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Letak objek pajak ..o

Tahun BPHTB O
Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunannya
dengan :

Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan
Hakim/dokumen lainnya **)

- Nomor A —
SRERAREAL [ e s S S S R S I S R
NOP TP
Letak ODJEK: c.iiviviiiriiiirineriisrimrierierisissssssssnssassssnsasssnsnsssssnnsnas
B U —————
s RS TR RS LR I RS S L M SR PRI ERE SRR S A RS R SRS
L g T U —

: Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada

diktum PERTAMA, maka Besarnya BPHTB yang seharusnya
dibayar adalah sebagai berikut :

a. BPHTB terutang | 3 - JORp———
b. Besarnya Pengurangan [ .ovsmamans ) L7 S—
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar {7 SO
UBEDRBAT L oo vnmvessum suamr s s Yos e ¥ v S R PR S S R b )

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini maka akan di betulkan sebagaimana mestinya.

: a. Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak :

b. Salinan keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Madiun.

Ditetapkan di Ponorogo
221 Fo M 0zt - | P ——

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Ponorogo

...................................

*}  Coret yang tidak periu
**) Diisi sesuai keperluan




BAGAN ALIR

Penetapan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB

Uraian

wWajlb Pajak

Fungsi Pelayanan

Fungsi Pengolahan Data & Informasi

1. Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan
BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pandukung pengajuan
pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTE kepada
Fungsi Palayanan.

2. Fungsi Paenagihan menerima dokurmen pengajuan
pengurangan BPHTE. Fungsl Penagihan kemudian memberikan
Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib

Pajak.
3. Fungsi Pelayanan mengarsip dokuten pengajuan
pengurangan. Burdasarkan dokumen tersebut, Fungsi

Pelayanan kemudlan mengajukan permintean data terkalt
abjek pajak dengan menyiapkan Form Pangajuan Data.

4. Fungsi Pelayspan mengirimkan Form Pengajuan Data
kepada Fungsi Pangolaban Data & Informas!.

5. Fungsi Pengelanan Data & Informasl menerima Form
Pengajuan Dsta, Fungsi Pengolahan Data & Informasi
kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database
Objek Pajak.

6. Fungsi Pengolaban Data & Informasi mengisikan Form
Pengajuan Data dergan data terkait objek pajak.

7. Fungsi Pengotahan Data & Informasi mengirimkan Form
Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungs! Pelayanan.

8. Fungsi Pelayansn menelaah dan memeriksa pengajuan
pengurangan BPHTE berdasarkan data objek pajak yang telah
diterima.

9. Fungsi Pelayanan menylapkan Berits Acara Pemearikssan
dan:

- Surat Penolaksn Pengajuan Pengurangan BFHTB (untuk yang
ditolak) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujul).

10. Fungsi Pelayanin mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

11. Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penalakan Pengajuan
Pengurangan BPHTE (bagl yane ditolak) atsu Surat Keputusan
Pengurangan BRHTH (bagi yang disetujul) kapuda Wajib Pajak.

12. Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTEB dan
melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran
BPHTS.

Mengajukan
pengurangan atas surat Tagihan/ Kurang Bayar/
Kurang Bayar Tambahan

katetapar BIHFS

| Frosedur Fenatapan Surst

]

Tanda Terima |
Pengajuan

[' Bltamar dangan | [Bokamen ]
P ) Poodusung
j pmaraan Surat Pengalan Surat Fengajuan
Pangurangan Arsip
A - BPHTE N BEFR

BPHTE

Surst Ponciskan
Pangajan

[ wmBarisan veras
Febaranaan

‘ TFarima P j

Mengajukan data
rarkalt objek pajak

Enelaah dan
memeriksa
pengajuan
Engurangan

Ditslak/ Disetujul

Ditolak

¥

Menarbitkan Becits Acars
Pemeriksaan & Surat

Pengurangsn

Paenerbitkan Barits Aiars
anan 8 5

Panoiakan Pangaues
an

Berita Acara
Femerikssan

Form Pangajuan
Data (Terisi)

Database [

Farm Pengajusn /
Daza Objek Pajak |

Panyiapan Data
Terkalt Obyek Pajak

Farrm Pengajuan
Ba

ta (Terisi)

e

Paling lami

e

HTE

SUrat Keputusan
T

ﬂ BUPATI PONOROGO, b

% H. IPONG MUCHLISSONI”



